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Ilt]nclxmg-Undang No. 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
membebani setiap subjek hukum dengan

jiban dan tanggung jawab untuk mencegah
terjadinya pencemaran dan perusakan

hidup.' Ini memberikan implikasi
. 'tmdnnhuku"l:?.l yang
subjek hukum, juga dibebam

dengan tanggung jawab untuk mencegah
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University Press, Surabaya: 1996, Hal. 251 Lihat juga NHT Sishaan, wo;irmmh-nm
%ﬁm Jakana: 1986, Hal. 208; Ninick Supami, Pelestarian, Pengelolaan dan
P ukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, Hal. 182.

3 Lihat Mas Achmad Santosa, “Tangung Jawab Lingkungan Perusahaan,” (1988) XVIIl: 6 Hukum

dan Pembangunan 550, Hal, 550.
4 Ibid., Hal. 551-552.
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maupun dart negara, berupa penjatuhan
hukuman pidana sebagai akibat adanya suatu
hubungan fundamental atau intrinsic (poena
malum passionis, guod infligitur propter
malum actioniy).?

Penjatuhan sanksi pidana terhadap
pencemar dan perusak lingkungan hidup dan
sist hubungan antara negara dan masyarakat
adalah sangat diperlukan karena tujuannya
adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan
lingkungan hidup dari perbuatan jahat (social
defence).® Secara k\msus penghukuman
dimaksud bertujuan untuk: (1) mencegah
terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak
dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan (2)
mengenakan penderitaan atau pembalasan
yang layak kepada si pelanggar.

_ Dengan berlakunya Umﬁmg-Undan 1 No.
23 Tahun 1997, kedudukan korporasi scgagai
subjek hukum dalam hukum lingkungan
semakin jelas, terutama yang menyangkut
dengan pcmmfguntx jawaban perusahaan (cor-
{wrate liability)® dalam hukum pidana
ingkungan. Undang-Undang ini merubah
paradigma hukum pidana yang semula
menganut azas societas/universitas delinquere
non potest.” Undang-Undang No. 23 Tahun

1997 memungkinkan penj
pidana lcrhmhtp koqx'::giﬂ:gmmk‘.i huky,
perusahaan atau pemberi peringah | Pimpina,
der giver) dalam lingkungan peru :Innya (or.
terjadi pencemaran (ﬁm perusakan I'dhazln bil
oleh perusahaan yang dipimpinn amgk"“m
Semenjak hcrlzﬁmnya‘l)ln ang-U
No. 23 Tahun 1997 tentang Per,ondang
Lingkungan Hidup sampai den mﬁf lolagy
ada 13 kasus pidana ling ungannm'
disidangkan dan diputuskan oleh e yang
Lx:ngudllarll) negeri di Indonesia 1 [)b::,-.f;
asus tersebut, hanya satu kasus i
bcrdin(salrkan pertanggung jawabzgn - dnum,
alau putusan-putusan di a ijatuhkap
berdasarkan Undar‘l)g-Undangt?‘lscguat T
1982 tentang Ketentuan-Ketentuan p
Pengelolaan Lingkungan Hidup (undap
undang lama), putusan-putusan di atas tcng;
tidak mangagetkan karena Undang-Undap
No. 4 Tahun 1982 belum mengeng
tanggungjawab korporasi. Tapi karena
Butusan-putusan di atas dijatuhkan 4
ndang-Undang No. 23 Tahun 1997, tenty
sangat mengherankan karena Undang-U
ini memiliki ancaman hukuman yang sangat
berat."

5 Loebby Logman, Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Pertama, Penerbit Datacom, Jakarta: 2002, Hal,
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8 Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 4
ara
di Komparatif,” (1997) IV:6 Jumal Hukum Yustisia23.

ulan tidak dapat melakukan tidak pidana. Oleh karena
n sanksi hukum pidana.

responsibility dan Liability) belum dirumuskan sec
Mendasar dalam RUU Lingkungan Hidup: Suatu Stu

9 Azas ini berarti bahwa badan hukum/pcrkumr

itu badan hukum/perkumpulan tidak dapat dijatuh

Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum Pidana,
Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Bagi Para Hakim
200% Hal. 1. Lihat juga Mas Achmad Santosa, Good Governance
Hal. 243: dan Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak
Penerbit Datacom, Jakarta: 2002, Hal. 30. : :
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10 Indonesian Center For Environment

Komﬁ: Langkah-Langkah Pengaktualisasian,
2003, Hal. 22-24.

"11 Lihat Pasal 41 Ayat | dan Pasal 42 Ayat | Undan

Lingkungan Hidup.
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Kekecewaaan banyak pakar hukum
lingkungan diungkapkan dengan sederetan
alasan, misalnya suatu studi mengatakan bahwa

etahuan pene ak hukum terhadap hukum
mngiungﬂ“ masih sangat lemah sehingga
keputusan pen adilan tidak memberikan rasa
keadilan kepa masyarakat. Disamping itu,
ridak adanya persamaan persepsi antara

negak hukum merupakan faktor

sesama pe .
penyebab lain lahirnya keputusan yang
men wakan itu.' _

akalah ini bertujuan untuk

mengeksplorasi tanggungjawab perusahaan
(corporate responsiot ity) dalam pengelolaan
lingkungan hidup berdasarkan peraturan

rundang-undangan di bidang lin§kungan

idup. Disamping 1tu, makalah 1ni
dimaksudkan untuk mengungkapkan
pertan ngjawaban pidana korporasi (corpo-
rate criminal liability) dari suatu perusahaan
bila pelaksanakan aktivitasnya menyebabkan
terjadinya pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup.

IL. Tanggungjawab Perusahaan Dalam

Hukum Lingkungan
Berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan yang berlaku

saat ini, ada sepuluh tan gjawab

(corporate responsibility) yang akan dibahas

dalam makalah ini.

1.Tanggungjawab Pembuatan ANDAL
Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Jo Pasal

18 A7yat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun

1997, setiap usaha dan atau kegiatan yang
t menimbulkan dampak besar dan penting

terhadap lingkungan hidup wajib memiliki

analisis mengenai dampak lingkungan

(ANDAL)
Peraturan pelaksana Amdal dapat

ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1999, pemilik
kegiatan yang bakal menimbulkan dampak

nting wajib membuat ANDAL, RKL dan

PL. Dalam hal, sebuah perusahaan telah
membuat keti ia dokumen tersebut, ini tidak
berarti bahwa kewajibannya telah terpenubhi.
Ketiga dokumen ini hanya merupakan prasyarat
untuk mendapatkan izin. Oleh karena itu, bila
perusahaan telah beroperasi, dia wajib
memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertera
dalam dokumen RKL dan RPL.
2.Tan nfiawab Berdasarkan PP No. 82
Tahun 200

~ Dokumen RKL berisikan tindakan-
tindakan penﬁelo]aan lingkungan yang akan
dilakukan oleh perusahaan. Biasanya ti
pengelolaan ini merujuk kepada beberapa
Egraturan.perundan -undangan lingkungan

idup. Misalnya, bila dalam pengoperasian
kegiatannya, perusahaan tersebut
mengeluarkan limbah cair, maka limbahnya
tersebut harus memenuhi standar IJ'ang terdapat
ggl(;ilm Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun
3.Tanggungjawab Berdasarkan PP No. 41
'Ihhuw

Bila kegiatannya mengeluarkan emisi,
maka emisinya harus sesuai dengan standar
Kjang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

0.41 Tahun 1999 dan Ke&umsan Menteri
Negara Lingkungan Hidu% omor: Kep-13/
MENLH/3/199 Tentang aku Mutu
Sumber Tidak Bergerak.

Dalam hal kegiatan perusahaan
menimbulkan pencemaran kebisingan, maka
kebisingan yang dihasilkan tidak bol melebihi
standar kebisingan yang dietapkan dalam
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku

Tingkat Kebisingan.
Bila kegiatan perusahaan menimbulkan

getaran, maka getaran tersebut tidak boleh
melebihi standar yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. Kep-49/MENLH/11/1996 tentang Baku
Tingkat Getaran.

misi

12 Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), op. cit., Hal. 2.

w13 Untuk diskusi dan penjelasan yang komprehensif tentang ini
Pengaturan Pencegahan Pencemaran Udara di Indonesia, (2003) XXI:

Jumal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti

dapat dibaca dalam: Sukanda Husin,
3, Pro Justisia 86, Hal. 91-94.
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Bila kegiatan perusahaan menimbulkan
bau, maka pencemaran bau tersebut tidak
boleh melebihi standar yang ditetapkan dalam
Keputusan Menten Negs mi angkungan Hhidup
No. Kep-SO/MENLH/1171996 tentang Baku
4[151 rkat Kebauan

Tanggungjawab Berdasarkan PP No, 18
'Ihhmﬁ")‘)&’

Sedangkan bila perusahaan
mempergunakan atau menghasilkan limbah
bahan berbahaya dan beracun dalam proses

xduksinya, maka perusahaan harus mematuhi

tentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah No, 18 Tahun 1999 yan
kemudian dirubah dengan Peraturan Pemenints
No. 85 Tahun 1999,

Perusahaan tdak dibenarkan melakukan
impor limbah bahan berbahaya dan beracun.
Seandainya memang diperlukan, pengimporan
dapat dilakukan setelah mendapat izin dan
Menteri Negara Lingkungan Hidup
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997 dan Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1999 yang kemudian
dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85
Tahun 1999,

5. Tangungjawab untuk Melakukan self
monitoring, self recording, dan self report-
ing

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999
mmiharmkan pemilik kegiatan dan/atau usaha
untuk melakukan self monitoring, self record-
ing, self reporting, dan pengawasan di sekitar
fasilitas kegiatan dan/atau usaha.'* Hasil dan

mantauan ini harus disampaikan secara
la kepada Pemerintah yaitu sekali enam
bulan. Ketentuan seperti ini dapat juga ditemui
dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 19
Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
dan/atau Perusakan Laut” dan Pasal 44
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara.'®

6. Tanggungjawab untuk Me
dit Lingkungan kukan Ay,
A perisahaan terhindar dar PNty
sanksi administrasi, sebaiknya pery
harus mematuhi semua ketentuan te
diuratkan di atas, Untuk mcngcmgtm?n -
kepatuhan terhadap peraturan pery b
undangan, perusahaan sebain amemm:
Audit Lingkungan. Audit lin ungan sepeny
:m iccum ilh:((k'":l.\ dikenal dengan aud
ingkungan sukarela (volunta Environmen
la amh’ll). <

7. Tan wab U
gungjawab Untuk Mengelly

Penanggung jawab usaha/kegi
melakukan pengelolaan limbah muh::
kegiatan sebelum limbah tersebut dibuang ke
media lingkungan sebagaimana diator

Pasal 16 A?'al (1) Undang-Undang No, 23

Tuhl;;l lf{) : .
. Tanggungjawab Untuk Memiliki
dan Mematuhi |

Perusahaan tidak dibenarkan mcmlxa
limbah ke media lingkungan kecuali bila dia
mengantongi izin gan limbah yang

dikeluarkan oleh Menteni Ne
:llid(tjnp sc(:gt)m dengan kctcmgt:‘ Pm
)dan (3).
Perusahaan harus mematuhi tenym
dan kewajiban untuk melakukan upaya
pengendalian dampak li schagumans

teruang dalam izin ¢
K Poda e
n Yang
lnteanulonql. :
Ofml harus m‘mhl w
Menteri Pcrini'l‘:lg:rinn dan Perdagangan No

110 Tahun 1998 scbagaimana dumcg

dengan Keputusan Mentern
Pergagangan No. 410 Tahun 1998 bilé

kegiatannya berhubungan de:&a)ns I¢
ozone-depleting substances ( -
Kalau kegiatan perusahaan berhubung®

14 Pasal 32 “Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 9 cnuang Analisis Mengenai Dampak Linghoo#®
Hidup”, Lembaran Negara Republik Indonesia Ta omor 59. Perussk#
15 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 entang Pengendalian Pencemaran dan/atau

Laut

16 “Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara”, Lomba"™

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86.
17 Dede Nurdin Sadat, Fathi Hanif, Lucentezza Napitapulu, Mocksi H.
Shanty M. Syahril dan Sukanda Husin, Udara Bersih Hak Kita Bersama, Pelangi,
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dengan impor ODS, maka korporasi harus
(unﬁuk kepada Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No. 111 Tahun
1998 sebagaimana diamendir dengan
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 411 Tahun 1998."
10. Ta ngjawab Melaksanakan Com-
munity-Based Development
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 butir c,
korporasi diwajibkan untuk melaksanakan
bangunan berkelanjutan (Sustainable De-
velopment) melalui program pembangunan
ang berorientasikan kebutuhan masyarakat
{Communit)'-Based Development).
Selanjutnya kalau kita perhatikan Dua Puluh
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang
Berwawasan Lingkungan, pemanfaatan
sumberdaya alam harus terbuka bagi
menuhan kebutuhan masyarakat adat dan
r:kal, S.fm bagi usaha masyarakat kecil dan
lemah.

lll.Pu1an$ungiawabanPidnm(Cmninal
Liability) Perusahaan Dalam Hukum

ertanggungjawaban pidana (criminal
responsibiliry) secara umum diatur di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Dalam menetapkan pelaku tindak
pidana pada suatu peristiwa hukum, KUHP
menggunakan 4 elemen yaitu: (1) adanya
perbuatan pidana; (2) adanya orang yang dapat

dimintakan pertan un]gmwaban; (3) adanya
kescng?d'aan atau kealpaan; dan (4) tidak
adanya alasan pemaaf.

a

lemen “perbuatan pidana” maksudnya
semua perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dan perbuatan pidana itu merupakan

~ perbuatan jahat,™ yang apabila dilanggar akan
18 Ibid.

S L Y

mendapatkan ganjaran berupa sanksi pi
sebaggllj mana diatur dalamphukum gigm
materil. Dalam konteks hukum lingkungan,
elemen perbuatan Eidana harus berkaitan
dengan suatu fakta apakah kejadian
pencemaran lingkungan hidup merupakan
sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika
perbuatan itu dapat dicegah baik secara
ekonomi maupun secara teknologi, perbuatan
tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat
dikatakan perbuatan jahat. Oleh karena itu,
perbuatan ini dapat dihukum?

Elemen “barang siapa”, maksudnya adalah
siapa saja (individu) sebagai subjek hukum,
sebagai pendukung hak cﬁm kewajiban dan
keﬁadanya tidak diberlakukan pengecualian
hukuan seperti yang ditentukan Pasal 44, 48,
49 dan 50 KUHP. Pengertian “barang siapa
termasuk kedalamnga orang-orang yang
ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 K yaitu:
orang yang melakukan (pleger), orang yang
menyuruh melakukan (doen pleger), orang
yang turut melakukan (medepleger), orang
yang membujuk melakukan (uiloker) dan or-

ang yang membantu melakukan
(mederlechu’iet).
Elemen kesengajaan atau kealpaan

merupakan faktor yang signifikan yang s

dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan

menentukan berat ingannya hukuman. Kalau

ﬁerbumannya dilakukan dengan suatu niat tentu
ukumannya harus lebih berat daripada
erbuatan yang dilakukan karena suatu
elalaian.”

Elemen terakhir “tidak adanya unsur
pemaaf” berkaitan dengan suatu keadaan
dimana pelaku sedang berada dalam suatu
tekanan. Jika pelaku berada dalam suatu

19 Mas Achmad Santosa, supra Catatan Kaki No. 9, Hal. 125. Lihat juga Owen Lynch and Emily
Harwell, Whose Natural Resources? Whose Common Good: Towards A New Paradigm of Environmental
%ﬁd and the National Interest in Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta:

139

20 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar
| Dalam Hukum Pidana, 1983, Hal. 79.
| 21 Sukanda Husin, National and International Laws For Heavy Industrial Air Pollution With Em-
| is on the North American and Indonesian Regimes, LL.M. Thesis at Dalhousie University, Halifax,
- N.S., Canada: 1990, Hal. 220. Lihat juga Sukanda Husin, ‘*Peranan Hukum Pidana Dalam Memerangi Kejahatan
: Lmskgz,;&nd Di Indonesia,” (1995) XX V:6 Hukum dan Pembangunan 501, Hal. 501.
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tekanan majikan maka dia sebagai operator
dapat dibebaskan dan tuntutan hukuman dan
bahkan pertanggung jawaban pidananya dapat
dikenakan terhadap majikannya.”

Panaturan kejahatan lingkungan secara
Khusus diatur di dalam Undang-Undang No.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Undang-Undang ini merubah
paradigma hukum pidana yang menganut azas
societas/universitas delinquere non potes,**
artinya bahwa yang dapat dihukum hanyalah
orang atau individu. Berdasarkan Undang-
Undan% No. 23 Tahun 1997 korporasi dapat
dijatuhkan hukuman pidana apabila dalam
melakukan kegiatannya korporasi melanggar
ketentuan substantif sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang.”

Dengan ber%akunya Undang-Undang No.
23 Tahun 1997, yang dapat dihukum adalah
semua orang sebagaimana diatur dalam Pasal
55 dan 56 KUHP, termasuk juga badan hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan 47
No. 23 Tahun 1997.

Undang-Undanﬁ 3 1
Pengertian badan hukum disini adalah badan
hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau

organisasi lain. Disamping badan hukum, or-
at dihukum menurut Undang-

ang yang da
Ungda)xlng%\lo. ‘2)3 Tahun 1997 adalah orang-or-

ang yang memimpin perusahaan (factual
leader) dan orang yang memberi perintah (in-
struction giver). ;
Berdasarkan teori ilmu hukum pidana,
terdapat dua kriteria untuk menentukan
korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu
Kriteria Roling dan Kriteria Kawat Duri
(iron wire). Kedua kriteria ini saling
melengkapi satu sama lainnya sehingga dalam
menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak
pidana,‘l)(ita sebaiknya menggunakan kedua-

dua kriteria ini.

23 Ibid.
24 Mas Achmad Santosa, supra,

pertanggungjawaban korporasi dalam Rudy Satriyo, Kumpula

Pidana, Program Pascasarjana Magister [lmu Hukum Universitas Jayabaya, Jak
25 Lihat RB. Budi Prastowo, “Aspek-Aspek Hukum Pidana Dalam Undang

;|997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Beberapa Masalah),” (2003) XXI: 3

26 Mas Achmad Santosa, ibid., Hal. 244,

26

Menurut Kriteri :
dapat dimintakan e‘:(ROI'"& kor
Pi(s)'m'l (crimi g ang_gung Jawap

ang nal responsipiliy ) abap
perbuatan yang dilarang dilakuzanapabua
rangka pelaksanaan tugas korpora dalam
untuk menchai tujuan orporasi CSI atay
sebuah pabrik kimia dalam mejaks Ontoh,
aktivitasnya membuang limbah kimig |
media lingkungan. Pembuangan limbah
mana sangat erat kaitannya dengy
pencapaian tujuan korporasi yaiy llntul':
mencari keuntungan. Oleh karena itu, pahy
kimia dimaksud dapat dijatuhkan hukumgy
atas perbuatan pembuangan limbah, Sjfy
delik dalam tindak pidana korporasi adalah
delik fungsional, yaitu delik yang beragy]
dari ruang lingkup aktivitas ekonomi dap
sosial dimana aktivitas dimaksud ditujukan
pada kelompok atau fungsionaris tertenty
yang melanggar kewajiban tentang izin,

erdasarkan teor1 Kriteria Kawat Duri,
korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana
apabila dipenuhi dua syarat. Pertama,
korporasi memiliki kekuasaan (power) baik
secara de jure maupun secara de facto untuk
mence af{ atau menghentikan pelaku untuk
mel kegiatan yang dilarang oleh undang-
undang. Kedua, korporasi menerima tindakan
laku (acceptance) sebagai bagian dari
Egbijakan korporasi. Contoh, kasg;
Leeuwaarden yang terjadi pada tahun 19ih
dimana dalam kasus ini, montir pembcsarlski :
tabung gas oksigen di sebuah rumah
menukar sambungan gas oksigen dcg?:hn g::
lain. Ini berakibat pada meninggalnya o773
asien di rumah sakit itu. Karena pe r:ll:ﬂh
itu dilakukan sesuai dengan kebijakan e
sakit, maka pengadilan menghukum 1t
sakit karena telah melakukan tindak pi

korporasi.*

POrag;

Lihat Catatan Kaki No. 9, Hal. 243. Lihat juga urai "

1 iah Pe
lan Diktat Mata K‘;’r‘ta 2002 Hal 3
-Undang Nomor
Pro Justitia 64,

it
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Saksi pidana yang dapat dijatuhkan
rhadap korporasi yang melakukan
tenccmaran dan perusakan lingkungan hidup
g:rdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun
1997 adalah sanksi denda yakn sepertiga lebih

berat dari pelaku individual. Disamping pidana
denéla. kl::rporasi juga dapat g]kenakan
tindakan tata tertib berupa:

1 Perampasan keuntungan yang diperoleh
dari tindak pidana; dan/atau _
2.Penutupan seluruhnya atau sebagian
rusahaan; dan/atau .
3 Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang
dilakukan tanpa hak; dan/atau
5.Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
dan/atau ;
6.Menempatkan perusahaan di bawah
pengampuan paling lama tiga tahun.
Sanksi pidana juga dapat dijatuhkan
terhadap mereka yang memimpim korporasi
actuar leader) dan yang memberi perintah
instruction giver) untuk melakukan tindakan
pidana lingkungan atau terhadap kedua-duanya
secara berbarengan.Sanksi pidana yang
dijatuhkan terhadap mereka bukan karena
perbuatan fisik/nyata tetapi berdasarkan fungsi
ang diembannya di perusahaan atau
{ s Ataslasarpenimban an itu, fac-
tual leader dan instruction giver diistilahkan
sebagai functional perpetrator yang diangﬁap
sebagai physical Perpetrator yang dikenakan
Eada su 1;ek hukum natural person (badan
ukum).” Factual perpetrator juga bukan
merupakan pelaku penyertaan (participant)
dalam tindak pidana sebagaimana diatur (ﬁﬂam
Pasal 55 KUHP yang memberikan ancaman
hukuman pada orangﬁ'ang melakukan (pleger),
yang men melakukan (done pleger), yang
turut melakukan (mede Ieger{ gan ang
membujuk (uiloker). Pelaku penyertaan &Iam
Pasal 55 KUHP ini merupakan pelaku yan
digolongkan sebagai physical perpetrator.

Untuk menentukan fenanggungjawaban
?idana (criminal liability) dan factual
eader, maka penentuaanya dapat digunakan
teori berdasarkan Kkriteria Slavenburg
sebagai berikut: ]
. Pemimpin organisasi/korporasi
merupakan fungsionaris yang dapat
menghentikan atau mencegah perilaku pidana
(kedudukannya cukup kuat, baik secara de

Jure maupun secara de facto). :
2. Pemimpin tersebut memahami bahwa

terdapat kemungkin yang cuku% bahwa

pelanggaran sangat mungkin terjadi.

IV. Sanksi Pidana

Berdasarkan Undang-Undang No. 23
Tahun 1997, ada dua macam delik atau
kejahatan yatgﬁ dapat diancamkan kepada
pemberi perintah dan pemimpin korporasi yaitu
delik material (Administrative Independent
Crime) dan delik formal (Administrative De-
pendent Crime).

Delik materil (generic crimes) merupakan
perbuatan melawan hukum yang menyebabkan
Bencemaran atau perusakan lingkungan per se.

erbuatan melawan hukum seperti itu tidak
harus dihubungkan dengan pelan aturan-
aturan hukum administrasi, sehingga delik
materil ini disebut juga sebagai Administrative
Independent Crimes.
elik formil (specific crimes) diartikan
sebagai perbuatan yang melanggar aturan-
aturan hukum administrasi. Oleh karena itu
delik formil dikenal juga sebagai Administra-
tive Dependent Crimes.

Tindak pidana atau delik yang diatur dalam
Pasal 41 dan 42 UU No.23 Tahun 1997
diklasifikasikan sebagai delik materil (generic
crimes). Oleh karena itu, untuk membuktikan
kesalahan pelaku tidak memerlukan
pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum
administrasi seperti 1zin, baku mutu lin%kun
baku mutu limbah atau emisi dan lain-lain

gg ms Achmad Santosa, supra Catatan Kaki No. 9, Hal. 244.

29 Ibid,
30 /bid., Hal. 244-245.

umal Hium Pidana dan Kniminologi Delicti
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sebagainya. Persyaratan minimum dari
pembuktian delik ini adalah pencemaran per
5e.

Generic crime yang dilakukan dengan
sengaja diancam dengan pidana penjara pal-
ing lama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya
Rp 500,000,000. Jika perbuatan seperti itu
memmbulkan kematian, ancaman hukumannya
adalah 15 tahun penjara dan denda sebesar
Rp 750,000,000, Untuk generic crime yang
dilakukan karena kelalaian, ancaman
hukumannya adalah tiga tahun penjara dan
denda setinggi-tingginya Rp 100,000,000, Bila
perbuatan 1ni menimbulkan kematian,
pelakunya dapat diancam pidana penjara
selama-lamanya 5 tahun dan denda setinggi-
tmg?n a Rp 150,000,000.

Jelik formil (specific crime) diatur dalam
Pasal 43 dan 44. Kedua Pasal ini
mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan
admunistrasi untuk menjatuhkan sanksi pidana
kepada pelakunya. Spec(i{?c crime yang
dilakukan dengan sengaja diancam dengan
pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan
denda maksimum sebesar Rp 300,000,000.
gpecg'ﬁc crime yang dilakukan karena kelalaian

1ancam pidana penjara paling lama 3 tahun
dan denda paling tinggi sebesar

Rp100,000,000.

V. Penutup
Baik tanggung jawab perusahaan (corpo-

rate responsibility) maupun
pertanggungjawabab pidana perusahaan (cor-
porate criminal liability) telah cukup jelas
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang lingkungan hidup, terutama sebagaimana
ang diatur dalam Undang-Undang No. 23
ahun 1997. Menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, ada sepuluh tanggung
{'awab perusahaan di bidang pengelolaan
ingkungan hidup. Pelanggaran terhadap
pa%un awaban pidana (corporate crimi-
nal lia ilyﬁ'l’emmggun jawaban mana tidak
saja dibebankan k orporasi tetapi juga
kepada pemimpin faktual (factual leader) dan
pemben perintah (instruction giver).
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